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ABSTRACT ABSTRAK

Background: Singkawang is a city in West Kalimantan with the
second highest number of HIV in West Kalimantan in 2012. To cope
with this, then in November 2015, was issued on Mayor Regulation
No. 41 Year 2015 on Prevention and Control of HIV AIDS.
Objective: To determine the implementation of Singkawang Mayor
Regulation No. 41 Year 2015 on Prevention and Control of HIV
AIDS in Singkawang.

Methods: The study was a descriptive study with a qualitative
method by using a single case study design. The way of data
collection is done by observation, interview and document study.
Analysis techniques used were the analysis of the content (content
analysis).

Results: In the aspect of the implementation process, in terms of
planning, has been carried out properly. However, not all relevant
agencies involved in the planning. In terms of acceptability and ap-
propriateness, Mayor Regulation No. 41 Year 2015 has been quite
good. However, the constraints of the implementation is the problem
of lack of funds and lack of training for agencies outside the health
sector.

Conclusion: In the Mayor's efforts to implement Regulation
Singkawang Singkawang Goverment expected to develop aspects
of equitable funding and training for all agencies to carry out preven-
tion and control of HIV according to Singkawang Mayor Regulation
No. 41 2015.

Keywords: implementation, process implementation, acceptabil-
ity, appropriateness, rule mayor, HIV AIDS
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Latar Belakang: Kota Singkawang merupakan salah satu kota di
Kalimantan Barat dengan angka penderita HIV nomor 2 tertinggi
di Kalimantan Barat pada tahun 2012. Untuk menanggulangi hal
ini, maka pada November 2015, diterbitkanlah Peraturan Walikota
No. 41 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV
AIDS.

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan
Walikota Singkawang No. 41 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV AIDS di Kota Singkawang.

Metode: Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dengan
menggunakan rancangan studi kasus tunggal. Cara pengumpulan
data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara men-
dalam, dan telaah dokumen. Tehnik analisis yang digunakan adalah
analisis konten (content analysis).

Hasil: Dalam aspek proses implementasi, dari sisi perencanaan,
sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, tidak semua instansi
terkait dilibatkan dalam perencanaan. Dari segi akseptabili-
tas/penerimaan dan appropriateness/kelayakan, Peraturan Walikota
No. 41 Tahun 2015 ini sudah cukup baik. Namun, kendala pelak-
sanaan adalah masalah minimnya dana dan kurangnya pelatihan
bagi instansi di luar sektor kesehatan.

Kesimpulan: Dalam upaya implementasi Peraturan Walikota
Singkawang, Pemerinta Kota Singkawang diharapkan dapat
mengembangkan aspek pendanaan serta pelatihan yang merata
bagi semua instansi guna melaksanakan pencegahan dan penang-
gulangan HIV sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang No.
41 Tahun 2015.

Kata Kunci: implementasi, proses implementasi, akseptabilitas,
appropriateness, peraturan walikota, HIV AIDS
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PENDAHULUAN

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan
penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan
tubuh.! HIV sendiri merupakan tahap awal dari AIDS
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan meru-
pakan salah satu dari 6 penyebab kematian di dunia.?
Semua negara di seluruh dunia telah berkomitmen un-
tuk melakukan langkah pencegahan HIV/AIDS, dan
ditargetkan, pada tahun 2030, seluruh dunia bebas
HIV/AIDS. Adapun sejak tahun 2010-2015, jumlah
penderita HIV mengalami peningkatan, dari 33,3 juta
penduduk di tahun 2010, menjadi 36,7 juta penduduk
di tahun 2015.3 Sedangkan pada tahun 2012, proporsi
penderita HIV lebih banyak pada usia 15-24 tahun
atau 84,4% dari kasus yang ada. Selain itu, penderita
HIV terbanyak adalah pada kelompok dengan status
pernikahan belum menikah, yaitu sebesar 88,2%.*

Menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia
tahun 2014, diketahui bahwa kasus HIV dari tahun
2010-2012 cukup stabil, namun pada tahun 2013-
2014 mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun
2010, jumlah penderita HIV AIDS berjumlah 21.590
orang, dan mengalami peningkatan menjadi 21.031
orang pada 2011, serta 21.511 pada tahun 2012.
Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 29.037
jiwa pada tahun 2013 dan tahun 2014 meningkat men-
jadi 32.711 orang. Selain itu, terdapat 15 provinsi di In-
donesia yang memiliki jumlah kasus HIV >440, yang
meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Pulau
Papua, serta beberapa provinsi di Sumatera (Sumat-
era Utara dan Riau), Kalimantan (Kalimantan Barat
dan Timur), dan 1 provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi
Selatan. Adapun jumlah pasien HIV pada laki-laki
lebih banyak 1,8 kali dibandingkan pada perempuan.
Ini terlihat dari persentase penderita, di mana 61,6%
penderita adalah laki-laki dan 34,4% adalah perem-
puan. Selain itu, untuk beberapa kasus HIV di DKI
Jakarta dan Papua, tidak melaporkan jenis kelamin
penderita, dan ini sebanyak 4%.°

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi
dengan kasus HIV >440 penderita.> Pada tahun
2012, jumlah kasus HIV di Kalimantan Barat adalah
3451 kasus, sedang AIDS sebanyak 1658 kasus.
Berdasarkan kewarganegaraan, terdapat 50 kasus
HIV dan 9 AIDS pada warga negara asing, serta 3401
kasus HIV dan 1649 AIDS pada warga negara Indone-
sia. Berdasarkan jenis kelamin, penderita HIV pada
laki-laki sebesar 2303 orang dan 1148 penderita HIV
perempuan. Adapun untuk kasus AIDS, laki-laki sebe-
sar 1062 orang dan perempuan sebesar 596 orang.b

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di
Kalimantan Barat dengan angka penderita HIV nomor
2 tertinggi di Kalimantan Barat pada tahun 2012.5 Ada-
pun kasus HIV AIDS di Kota Singkawang sejak tahun

2002-2008 (sebelum adanya Perwako No.41 Tahun
2015) cenderung mengalami peningkatan, dan jum-
lah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebanyak
121 kasus. Setelah 2006, mulai mengalami penu-
runan hingga 66 kasus pada tahun 2009. Sebelum
diterbitkannya Perwako No.41 Tahun 2015 pada bulan
November 2015, pada tahun 2010, kasus HIV turun
menjadi 57 kasus. Namun, kembali meningkat men-
jadi 88 kasus di tahun 2011. Angka ini terus men-
galami penurunan hingga pada tahun 2015, jumlah
penderita HIV/AIDS menurun menjadi 52 kasus.”

Peraturan Walikota (Perwako) Singkawang No.41
Tahun 2015 dibuat oleh Walikota Singkawang dan
diresmikan pada bulan November 2015. Tujuan
dari pembuatan Perwako tersebut adalah sebagai
aspek legalitas dari kebijakan terkait pencegahan
dan penanggulangan HIV AIDS yang telah dilak-
sanakan di Kota Singkawang. Namun, masih terdapat
masalah yang menghambat dalam pelaksanaan Per-
wako. Berdasarkan hasil diskusi dengan staf P2PL
Dinas Kesehatan Kota Singkawang dan Bagian Pelak-
sana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Singkawang,
masalah yang terjadi dalam implementasi Perwako
tersebut adalah:

(1) Terdapat permasalahan dalam implementasi
program HIV AIDS pada sektor di luar kese-
hatan. Menurut hasil diskusi yang dilakukan,
komunikasi lintas sektor sudah berjalan dengan
baik. Tetapi, dalam pelaksanaannya, masih ter-
dapat hambatan,

(2) Dari sisi layanan kesehatan yang diberikan un-
tuk para ODHA, menurut staf P2PL Dinas Kese-
hatan Kota Singkawang dan Bagian Pelaksana
Program HIV di KPAD Kota Singkawang, sudah
berjalan dengan baik. Namun, dari sisi imple-
mentasi program HIV di luar sektor kesehatan,
masih belum maksimal dilakukan.

(3) Kurangnya anggaran yang diberikan pada sektor
lain di luar kesehatan untuk program pencega-
han dan penanggulangan HIV AIDS.

Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya im-
plementasi program HIV AIDS di Kota Singkawang,
terutama pada bagian proses perumusan kebijakan.
Proses perumusan yang terdiri dari perencanaan
(planning), keterlibatan (engaging) dan pelaksanaan
(executing), menurut diskusi awal yang dilakukan,
masih belum maksimal.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan metode kualitatif.® Adapun rancangan peneli-
tian yang digunakan adalah studi kasus tunggal untuk
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mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
dari implementasi suatu kebijakan/program.® Peneli-
tian ini dilaksanakan di di Dinas Kesehatan Kota
Singkawang, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
(KPAD) Kota Singkawang, Klinik VCT yang ada di Kota
Singkawang, dinas tekait dan LSM Peduli HIV AIDS
di Kota Singkawang dari bulan Februari-Maret 2017.
Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah stakeholders yang terkait dengan implemen-
tasi Peraturan Walikota No.41 Tahun 2015.

Dalam penelitian ini, Dinas Kesehatan dan KPA
Kota Singkawang bekerja sama dengan peneliti untuk
melakukan penelitian ini. Dinas Kesehatan, dalam hal
ini Kepala Dinas Kesehatan, memberikan masukan
dan saran terkait dengan stakeholder yang harus di-
wawancarai untuk keperluan penelitian. Kemudian,
Kepala Dinas Kesehatan menghubungi Kasi P2PL un-
tuk membantu peneliti terkait dengan pengumpulan
data kasus HIV di Kota Singkawang beserta tambahan
informasi yang dibutuhkan untuk menunjang peneli-
tian. Sementara, KPAD melalui Sekretaris Eksklusif
KPAD, bekerja sama dalam hal pemberian informasi
terkait kondisi LSM HIV di Kota Singkawang serta
menjadi fasilitator saat melakukan wawancara dengan
LSM dan ODHA.

Adapun subjek penelitian yang dimaksud adalah
Petugas Klinik VCT (2 orang), LSM Peduli HIV AIDS
Kota Singkawang (1 orang), ODHA yang tergabung
dalam jaringan ODHA Kota Singkawang (2 orang), Di-
nas Pendidikan (1 orang), Badan Narkotika Nasional
Kota Singkawang (2 orang), Kementerian Hukum
dan HAM Kota Singkawang (1 orang), Bappeda
Kota Singkawang (1 orang), Dinas Kesehatan (2
orang), KPAD Kota Singkawang (1 orang) Kemente-
rian Agama (1 orang). Jadi, total subjek penelitian
ini adalah 14 orang, dengan rincian 8 laki-laki dan 6
perempuan.

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan
adalah dengan observasi, wawancara, dan telaah
dokumen. Adapun wawancara yang dilakukan adalah
dengan metode in depth interview. Tujuan dari wawan-
cara jenis ini adalah untuk menemukan permasala-
han secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.'® Selain
itu, variabel yang diteliti dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Implementasi Proses Implementasi

Perencanaan
Keterlibatan
Pelaksanaan

Akseptabilitas/Penerimaan
Appropriateness/Kelayakan

Analisis studi kasus dilakukan dengan memeriksa,
mengategorikan, mentabulasi, atau menggabungkan
data untuk menguiji proposisi awal studi. Teknik anal-
isis yang digunakan adalah analisis konten (content
analysis), yang merupakan suatu teknik memperoleh
informasi dari hasil wawancara. Setelah itu, dilakukan
proses triangulasi dan member checking untuk men-
jaga validitas data.

HASIL

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui
bagaimana proses implementasi Peraturan Walikota
Singkawang No.41 tahun 2015 pasal 3 ayat 1-3 men-
genai aspek kebijakan dan strategi pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS di Kota Singkawang be-
serta faktor pendukung dan penghambatnya (Tabel
2).

Untuk aspek penerimaan, yang terpenting adalah
wujud penerimaan Peraturan Walikota Singkawang
No. 41 Tahun 2015 yang dapat dilihat dari pro-
gram kerja, serta kebijakan dan strategi instansi terkait
dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana penerimaan instansi terkait dalam implementasi
Peraturan Walikota Singkawang No. 41 Tahun 2015,
pasal 3 ayat 1-3 tentang kebijakan dan strategi pence-
gahan dan penanggulangan HIV AIDS. Adapun aspek
akseptabilitas/penerimaan yang dimaksud dapat dili-
hat dalam Tabel 3.

Dukungan dari Pemerintah Kota Singkawang
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV
AIDS diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Walikota
No. 41 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penang-
gulangan HIV AIDS. Peraturan tersebut dinilai su-
dah layak untuk dilakukan, walaupun terdapat be-
berapa kendala di lapangan, terutama terkait sarana
dan pra sarana. Adapun untuk variabel appropriate-
ness/kelayakan, dapat disimak dalam matriks Tabel 4.

PEMBAHASAN
Aspek Proses Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses imple-
mentasi Peraturan Walikota Singkawang No. 41 Tahun
2015 ini, dari aspek perencanaan, sudah cukup baik.
Hal ini terbukti dari penyusunan draft Perwako, serta
penyusunan anggaran yang sudah melibatkan instansi
terkait. Namun, untuk sisi keterlibatan, terdapat salah
satu instansi yang bergerak di bidang pencegahan dan
penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba
yang tidak dilibatkan. Akhirnya, instansi ini berupaya
untuk melaksanakan program pencegahan HIV AIDS
sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang sudah
ada sebelum terbitnya Perwako.
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Adapun tujuan mendasar dari sebuah peren-
canaan sebelum dimulainya implementasi adalah un-
tuk merencanakan suatu program yang efektif dengan
membangun sumber daya/instansi yang ada untuk
upaya pelaksanaan program/kebijakan yang efektif.!!
Penelitian terkait dengan proses implementasi ini
merupakan penelitian multi sektoral, yang tidak hanya
melibatkan instansi kesehatan saja, tetapi juga meli-
batkan instansi lain diluar kesehatan, seperti Ke-
menterian Agama, Lapas, Dinas Pendidikan, BNN,
Bappeda, KPAD dan LSM.

Salah satu hal penting dari implementasi adalah
bagaimana suatu peraturan/kebijakan beserta proses
pelaksanaannya dapat mempengaruhi individu
maupun stakeholder untuk bisa berubah/beradaptasi
dengan kebijakan/program baru untuk kemudian di-
lakukan upaya adopsi program atau mensinergiskan
antara program baru dengan program kerja instansi.
Proses yang sudah dimulai sebelum dilaksanakan-
nya suatu program/kebijakan ini diharapkan mampu
memberikan keuntungan, baik dari peningkatan mutu
layanan, dan program pengendalian penyakit.!?

Pelatihan, pengembangan dan petunjuk tek-
nis/juknis terkait dengan implementasi Peraturan Wa-
likota Singkawang No. 41 tahun 2015 tentang Pence-
gahan dan Penanggulangan HIV AIDS, sampai saat ini
masih berfokus pada instansi kesehatan. Sedangkan
instansi lain di luar kesehatan, masih belum mendap-
atkan pelatihan maupun juknis terkait dengan imple-
mentasi Peraturan Walikota Singkawang No. 41 tahun
2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV
AIDS ini. Untuk pelibatan LSM dalam penyusunan
draft, juga tidak dilakukan dengan maksimal.

Koordinasi antar stakeholder terkait upaya pence-
gahan dan penanggulangan HIV AIDS masih kurang
baik. Hal ini karena Dinas Kesehatan dianggap kurang
pro aktif oleh instansi lain. Akibatnya, program pence-
gahan dan penanggulangan HIV AIDS yang ada di
instansi lain hanya bersifat promotif preventif. Semen-
tara untuk aspek kuratif dan rehabilitatif tidak menda-
pat perhatian, karena instansi lain berpikir bahwa hal
itu adalah tugas Dinas Kesehatan saja.'3

Aspek Akseptabilitas/Penerimaan

Hasil penelitian menyatakan bahwa Peraturan Wa-
likota Singkawang No. 41 Tahun 2015 sudah bisa
diterima oleh instansi yang bergerak di sektor ke-
sehatan. Hal ini terbukti dengan adanya layanan
kolaborasi antara pelayanan HIV dengan KIA, atau
pelayanan HIV dengan TB. Selain itu, koordinasi lin-
tas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggu-
langan HIV AIDS juga mulai membaik seiring dengan
terbitnya Perwako ini. Untuk program TOP (Temukan,
Obati, Pertahankan) yang dilakukan oleh LSM, juga

merupakan bukti dari penerimaan instansi terhadap
Perwako ini. Kebutuhan untuk membangun kemi-
traan antara pemerintah dan LSM dalam upaya elim-
inasi HIV AIDS merupakan hal yang penting. Se-
lain upaya menjalin kemitraan dengan LSM, hal pent-
ing yang dilakukan pemerintah adalah berkoordinasi
dengan Global Found untuk masalah penanggulan-
gan HIV AIDS dan pendanaannya. Hal yang penting
juga dalam hal ini adalah upaya melakukan pelayanan
kolaboratif antara HIV AIDS, Tuberkullosis/TB dan
Malaria.'4

Namun, untuk sarana dan pra sarana di lapangan,
masih terdapat kekurangan, misalnya rusaknya mesin
CD 4 yang belum diperbaiki karena kurangnya dana
yang ada. Ketersediaan sumber daya, baik itu alat,
uang maupun faktor pendukung lain adalah hal yang
mempengaruhi baik buruknya implementasi dari suatu
kebijakan/program di suatu organisasi. Selain mem-
pengaruhi implementasi, tingkat ketersediaan sum-
ber daya juga menjadi tolak ukur bagi keberlangsun-
gan pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam su-
atu organisasi.!! Selain itu, penerimaan/akseptabilitas
juga terkait dengan membaiknya koordinasi lintas sek-
tor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV AIDS. Koordinasi multi sektoral dan lintas disiplin
ilmu sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS dalam manajemen kasus
dan manajemen pemberian informasi terkait dengan
HIV AIDS. Hal ini sangat penting, terkait dengan up-
aya promotif yang dilakukan oleh instansi terkait, baik
kesehatan maupun non kesehatan.'?

Pelatihan diperlukan untuk peningkatan kapasitas
SDM. Selain itu, untuk peningkatan kapasitas SDM
kesehatan, dilakukan upaya desentralisasi pelayanan
HIV ke fasilitas kesehatan primer. Hal ini bertujuan
untuk menaikkan tingkat deteksi kasus HIV melalui
advokasi sosial masyarakat.!6

Aspek Appropriateness/Kelayakan

Dalam sisi appropriateness/kelayakan, hasil
penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota
Singkawang No. 41 Tahun 2015 sudah relevan un-
tuk dilaksanakan bagi sebagian besar instansi. Hal ini
terlihat dari adanya upaya dari instansi terkait untuk
menganggarkan program pencegahan dan penanggu-
langan HIV AIDS serta melakukan sinkronisasi antara
Perwako dan program kerja masing-masing instansi.
Selain itu,upaya untuk mensinergiskan Perwako den-
gan program kerja instansi juga telah dilakukan den-
gan memberikan layanan kolaboratif antara HIV dan
TBC. Dalam suatu sistem kesehatan dapat dikatakan
sukses jika berhasil dalam pelaksanaan diagnostik
pasien secara tepat. Untuk itu, diperlukan penguatan
sistem kesehatan yang mencakup pelatihan bagi staf
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yang terlibat, komunikasi yang baik antara dokter, lab-
oratorium, klinisi, dan pasien, sistem regulasi yang
sesuai, sarana dan pra sarana yang memadai di lab-
oratorium, adanya keterlibatan masyarakat, cost ef-
fectiveness yang sesuai analisis dan manajerial yang
baik.'7

Dalam penyusunan suatu kebijakan/program,
umumnya instansi akan melakukan upaya sinkro-
nisasi antara program kerja instansi dengan kebi-
jakan/program yang baru. Sinkronisasi ini sebaiknya
dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai sosial organ-
isasi, hak asasi organisasi, dan aspek keadilan. Jadi,
tidak hanya berdasarkan pada efektivitas dan bi-
aya/anggaran saja.'® Perwako sendiri diharapkan da-
pat menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui
hal-hal yang terkait dengan pencegahan dan penang-
gulangan HIV. Namun, karena masalah pendanaan
yang minim, sebagian instansi merasa bahwa Per-
wako belum relevan karena menyita anggaran yang
mereka miliki. Untuk masalah pendanaan sendiri,
pada tahun 2017, Dinas Kesehatan mendapatkan
bantuan dari APBD Kota Singkawang sebesar 30
miliar rupiah dari total APBD Kota Singkawang yang
berjumlah Rp. 863.381.724.000,00. Dari dana terse-
but, alokasi dana untuk program pencegahan dan
penanggulangan HIV AIDS dari APBD adalah 180
juta rupiah, sedangkan bantuan dari Global Found
sebesar 200 juta rupiah.

Hal ini menjadi masalah, di mana dana APBD
dari kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pence-
gahan dan penanggulangan HIV AIDS masih minim.
Dana yang ada untuk pencegahan dan penanggu-
langan HIV AIDS masih banyak yang berasal dari
luar negeri.!? Selain masalah pendanaan, beber-
apa ODHA dalam Komunitas ODHA juga meny-
atakan bahwa mereka masih mengalami stigma
di masyarakat sekitar, di mana masyarakat masih
merasa takut terhadap mereka. Hal ini yang membuat
mereka memiliki rasa takut dan malu untuk berkomu-
nikasi, juga untuk berobat. Stigma dan diskriminasi
masyarakat sekitar terkait HIV dan ODHA masih ser-
ing ditemukan.'® Adanya stigma dan diskriminasi ini-
lah yang menjadi kendala bagi implementasi Peratu-
ran Walikota Singkawang No. 41 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS. Dalam
hal mengatasi stigma bagi ODHA, diperlukan koor-
dinasi lintas sektor antara masyarakat sipil, pemerin-
tah dan swasta. Kebutuhan fisik, mental, sosial spiri-
tual, dan ekonomi ODHA harus ada yang memberikan
bantuan dan dukungan dari sisi psikologi dan aspek
religius.1¢

KESIMPULAN

Faktor pendukung dari implementasi Perwako ini
adalah adanya kepedulian dari Pemerintah Daerah
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV
AIDS. Selain itu, Perwako dalam upaya pencega-
han dan penanggulangan HIV AIDS ini juga men-
dukung dari peraturan yang sudah ada sebelum-
nya, serta mendukung peraturan-peraturan yang su-
dah ada di instansi, terutama instansi kesehatan.
Adapun penghambat dari implementasi Perwako ini
adalah tidak adanya pelatihan maupun juknis pelak-
sanaan Perwako di instansi non kesehatan, keter-
batasan anggaran di tiap instansi, dan masih adanya
stigma terkait ODHA. Faktor lain yang mengham-
bat implementasi Perwako ini adalah kurangnya dana
yang tersedia untuk pelaksanaan Perwako, terutama
untuk sektor non kesehatan.

Selain itu, di Kota Singkawang, pengawasan ter-
hadap implementasi Perwako hanya dilakukan oleh
Dinas Kesehatan dan KPAD Kota Singkawang se-
laku leading sector. Perwako ini sudah diterima oleh
instansi yang bergerak di sektor kesehatan, karena
Perwako merupakan pendukung dari program kerja
instansi yang sudah ada sebelumnya. Perwako di-
anggap sudah layak oleh instansi yang bergerak di
sektor kesehatan, karena sudah sesuai dengan pro-
gram kerja masing-masing instansi. Namun, diper-
lukan pelatihan bagi stakeholder maupun staf terkait
dengan Perwako agar dapat melaksanakan Perwako
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
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